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 Regional financial ratio assessment can help improve 
transparency in regional financial management, by 
measuring and assessing financial performance 
objectively. Does the agency already have good or bad 
financial performance. This study uses a quantitative 
method with a descriptive approach, collecting data 
using documentation studies, and observations by 
analyzing financial performance based on the Budget 
Realization Report (LRA) using the independence ratio, 
effectiveness ratio, efficiency ratio and measuring with 
Share and Growth and regional financial capability 
maps. The results of this study indicate that the financial 
performance of the Enrekang Regency Government in 
2019-2023 can be said to be not good, seen from the 
calculation of the three financial ratios, namely the 
independence ratio obtained an average of 7.98% which 
is included in the "very low" category and is included in 
the Instructive relationship pattern because it is between 
0% -25%. Then the effectiveness ratio obtained an 
average of 57.65% which is included in the "ineffective" 
category because it is <60%. And for the results of the 
efficiency ratio calculation, an average of 106.89% was 
obtained which is included in the "inefficient" criteria 
because it is> 100%. Then, for the measurement of the 
results of the share and growth calculations, the average 
share was 7.44% and the average growth was 7.84%, 
which is included in the low category, and measured 
based on the quadrant method, the position of Enrekang 
Regency for 5 years was in quadrant IV, which is the 
worst condition. 
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Abstrak: Penilaian rasio keuangan daerah dapat membantu meningkatkan transparansi dalam 
pengelolaan keuangan daerah, dengan mengukur dan menilai kinerja keuangan secara objektif. Apakah 
instansi tersebut sudah mempunyai kinerja keuangan yang baik atau buruk. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, 
dan observasi dengan menganalisis kinerja keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi dan mengukur dengan Share and 
Growth  dan peta kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja 
keuangan Pemerintahan Kabupaten Enrekang  pada tahun 2019-2023 dapat dikatakan tidak baik, dilihat 
dari perhitungan ketiga rasio keuangan yaitu rasio kemandirian diperoleh rata-rata 7,98% yang 
tergolong dalam kategori “rendah sekali” dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif karena berada di 
antara 0%-25%. Kemudian  rasio efektivitas diperoleh rata-rata 57,65% yang  tergolong dalam kategori 
“tidak efektif” karena <60%. Dan untuk hasil perhitungan rasio efisiensi diperoleh rata-rata 106,89% 
yang tergolong dalam kriteria “tidak efisien” karena >100%. Kemudian untuk pengukuran dari hasil 
perhitungan share dan growth diperoleh rata-rata share yaitu 7,44% dan rata-rata growth yaitu 7,84% 
yang tersebut termasuk dalam kategori rendah, dan diukur berdasarkan metode kuadran, posisi 
kabupaten Enrekang selama 5 tahun berada pada kuadran IV yaitu kondisi paling buruk. 
Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Daerah.  

 

PENDAHULUAN  
Menilai kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam 

mengukur tingkat tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola 

keuangan publik. Kinerja pemerintah daerah menjadi hal utama dalam 

manajemen keuangan, karena mencerminkan kondisi finansial serta kapasitas 

pemerintah dalam menghimpun dan memanfaatkan dana untuk kepentingan 

pembangunan daerah (Haryani et al., 2021). Oleh sebab itu, analisis terhadap 

kinerja pemerintah daerah diperlukan guna melihat sejauh mana capaian yang 

telah diperoleh dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, 
sebagai bentuk pelaporan kemajuan (progress report).  

Penggunaan  anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 

Kabupaten Enrekang menunjukkan pola yang berfluktuasi atau tidak tetap. 
Setiap analisis selalu menampilkan perubahan yang menarik untuk diteliti. 
Perubahan serta pertumbuhan dalam penggunaan anggaran menjadi faktor 

penting dalam mengevaluasi kinerja pada instansi. Sebagai salah satu wilayah 

yang sedang berkembang di Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang terus 

berusaha melakukan pembangunan guna mewujudkan kondisi yang maju, 
aman, dan sejahtera melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan 

bertanggung jawab. Namun, salah satu tantangan yang kerap dihadapi 

pemerintah Kabupaten Enrekang adalah anggaran yang sering kali disusun lebih 

rendah dibandingkan dengan potensi pendapatan yang sebenarnya bisa 

diperoleh (Fitriyani et al., 2024). Dengan demikian, analisis rasio keuangan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang 

berperan penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan 

daerah. Melalui penggunaan rasio keuangan, peneliti dapat secara objektif 

mengevaluasi kinerja keuangan daerah tersebut, termasuk memastikan apakah 

pemanfaatan dana APBD telah sesuai dengan rencana dan kebutuhan 

masyarakat. Fokus analisis dilakukan pada data laporan realisasi anggaran tahun 

2019 hingga 2023, karena periode tersebut merupakan laporan realisasi anggaran 
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terbaru. Selain itu, analisis kinerja keuangan daerah ini berfungsi sebagai alat 

bantu untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami dan 

menginterpretasi laporan realisasi anggaran.  
 
TEORI 

A. Kinerja Keuangan Daerah 
Kinerja ikeuangan idaerah mencerminkan.”realisasi ipendapatan idan 

ibelanja iyang idisusun berdasarkan imetode iakrual. iKinerja keuangan sendiri 

adalah ukuran kinerja yang menggunakan indikator-indikator finansial. 
iAnalisis terhadap ikinerja ikeuangan ipada idasarnya ibertujuan iuntuk 

mengevaluasi ikinerja imasa ilalu idengan imelakukan iberbagai pemeriksaan 

isehingga idapat idiperoleh igambaran iposisi ikeuangan yang imencerminkan 

irealisasi ientitas iserta ipotensi kinerja yang berkelanjutan (Halim & Ahmad, 
2016).  Pengukuran kinerja adalah” proses analisis atau penilaian atas 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi berdasarkan tujuan, target, 
standar, dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari 

pengukuran ini nantinya akan menjadi acuan dalam menetapkan standar 

kinerja untuk periode yang akan datang (Nasir et al., 2023). 
Sistem pengukuran kinerja di sektor publik dirancang untuk 

membantu manajer publik dalam menilai pencapaian strategi menggunakan 

indikator finansial maupun nonfinansial. Pengukuran ini memiliki tiga tujuan 

utama. Pertama, untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah dengan 

memfokuskan perhatian pada tujuan dan sasaran program dari masing-
masing unit kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

organisasi publik dalam memberikan layanan. Kedua, sebagai dasar dalam 

pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, bertujuan 

untuk mewujudkan akuntabilitas publik sekaligus memperbaiki komunikasi 

antar lembaga (Adisaputra, 2023).” Hasil pengukuran kinerja yang telah 

dilakukan menjadi dasar dalam menetapkan target pencapaian untuk periode 

selanjutnya. 
 

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” (APBD) menjadi landasan 

pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yaitu dari tanggal 

1 Januari hingga 31 Desember. Dalam menyusun Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala daerah menetapkan 

prioritas serta batas maksimal anggaran yang akan menjadi acuan dalam 

pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKASK) di setiap 

perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan batas anggaran tersebut, kepala 

satuan kerja perangkat daerah kemudian menyusun RKASK dengan 

pendekatan berdasarkan target prestasi kerja yang akan dicapai (Djanegara, 
2024). Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah 

diserahkan oleh kepala pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan 
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dasar untuk menyusun rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.  
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang 

menyajikan ringkasan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah (Djanegara, 2024). 
Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah 

ditetapkan dengan realisasi yang terjadi dalam satu periode pelaporan.  
 

C. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah 
Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator 

yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya, pengukuran kinerja diartikan 

sebagai indikator baik finansial maupun non-finansial yang mencerminkan 

pelaksanaan tugas atau hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas dalam 

sebuah unit organisasi. kinerja keuangan merupakan ukuran kinerja yang 

menggunakan indikator keuangan (Patarai, 2017). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan anggaran, laporan 

keuangan, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan anggaran 

meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo 

anggaran (SAL). Sedangkan laporan keuangan mencakup neraca, Laporan 

Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan laporan arus kas 
(Arifin1 et al., 2023). CaLK berfungsi sebagai penjelasan rinci yang 

melengkapi laporan anggaran dan laporan keuangan, serta menjadi bagian 

integral dari kedua laporan tersebut 

 Analisis kinerja keuangan pada dasarnya bertujuan untuk 

mengevaluasi pencapaian kinerja di periode sebelumnya melalui berbagai 

metode analisis, sehingga dapat diperoleh gambaran posisi keuangan yang 

mencerminkan kondisi nyata entitas serta potensi kinerja yang berkelanjutan 

di masa mendatang (Adisaputra, 2022). Analisis irasio ikeuangan iberfungsi 

isebagai ialat iuntuk imenilai kinerja ikeuangan iserta ikapasitas ikeuangan 

isuatu idaerah. iKinerja keuangan idianalisis idengan imengidentifikasi 

ikarakteristik ikeuangan yang itercermin idalam ilaporan ikeuangan iyang 

itersedia. Terdapat ibeberapa imetode idalam imengukur ikinerja keuangan 

idaerah, idi iantaranya iadalah ipenghitungan irasio kemandirian, irasio 

iefektivitas, idan irasio iefisiensi (Sudianto et al., 2022). iAdapun irasio tersebut 

iyaitu isebagai iberikut: 
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yag telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber keuangan yang diperlukan daerah. Semakin rendah 

rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin itinggi 
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ketergantungannya iterdahap idana dari iluar. iSebaliknya isemakin 

tinggi irasio ikeuangan idaerah, maka semakin ikecil 

ketergantungannya iterhadap idana ibantuan iluar daerah (Yuesti et al., 
2025). Adapun rumusnya yaitu isebagai iberikut:” 
 

Rasio Kemandirian ₌   

  
b. Rasio Efektivitas keuangan Daerah 

iRasio iefektifitas ipendapatan iasli daerah imenggambarkan 

ikemampuan ipemerintah idaerah idalam merealisasikan ipendapatan 

iyang idirencanakan,  ikemudian dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio 

efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik 
(Dewi et al., 2021). Salah satu contoh untuk menghitung efektivitas 

keuangan daerah, dapat digunakan dengan rumus isebagai iberikut:” 
 

Rasio Efektivitas ₌   

  

 
c. Rasio Efesiensi Keuangan Daerah 

irasio iefesiensi ipendapatan asli idaerah imerupakan irasio iyang 

idigunakan iuntuk menggambarkan isejauh imana ikemampuan 

ipemerintah idalam mengoptimalkan ipengeluaran ibiaya iyang 

idikeluarkan. iSemakin rendah inilai irasio iefisiensi, imaka 

imenunjukkan ibahwa ikinerja pemerintah idaerah idalam 

imengefisienkan ibiaya isemakin ibaik(Irwandi & Arifin, Asriadi, 
2023). Rasio iini imenggambarkan iketerkaitan iantara ibesaran ibiaya 

iyang dikeluarkan idengan ihasil iyang iberhasil idicapai. iAdapaun 

irumusnya isebagai iberikut:” 
 
Rasio Efesiensi ₌   

 
 

D. Analisis kemampuan keuangan daerah  

iTingkat ikemandirian ikeuangan idaerah idapat idiukur idengan 

imenggunakan irasio iyang imembandingkan iPendapatan iAsli iDaerah (PAD) 

iterhadap itotal ipendapatan idaerah. iRasio iini imenggambarkan ikemampuan 

iPAD idalam imembiayai ibelanja idaerah iyang idialokasikan iuntuk 

ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik. iDaerah iyang imemiliki irasio 

ikemandirian ikeuangan irendah icenderung ilebih ibergantung ipada 
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ipendanaan idari ipemerintah ipusat (Harefa et al., 2018). iNamun idemikian, 
ipeningkatan irasio itersebut idapat imemiliki imakna inegatif iapabila isumber 

iPendapatan iAsli iDaerah (PAD) iberasal idari ipendapatan ibunga, iyang 

imencerminkan ibesarnya idana ipemerintah idaerah iyang idisimpan idi ibank 

itanpa idigunakan iuntuk imembiayai ipembangunan idaerah.  

iMenghitung ikemampuan ikeuangan idaerah idiawali idengan 

iperhitungan ishare & igrowth ikemudian imengklasifikasikan idengan 

ipemetaan ikemampuan ikeuangan idaerah iberdasarkan imetode ikuadran 
(Makmur et al., 2023). iAdapun icara imenghitung ishare & igrowth iadalah 

isebagai iberikut:” 
” 

a. Perhitungan dan Analisis Share and Growth  

Share =  

Growth =   

b. Peta Kemampuan Keuangan 

 

    
 
 
 
 
 
” 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kuadran Kondisi 

I Kondisi ipaling iideal, iterjadi iketika iPendapatan iAsli 

iDaerah (PAD) imemberikan ikontribusi isignifikan 

iterhadap itotal ibelanja idaerah, iserta idaerah itersebut 

imemiliki ikapasitas iyang ibaik idalam imengembangkan 

ipotensi ilokalnya. iHal iini itercermin idari inilai iShare idan 

iGrowth iyang itinggi. 

II Kondisi iini ibelum iideal, inamun imenunjukkan ibahwa 

idaerah imemiliki ipotensi ilokal iyang imasih idapat 

Kuadran II 
Share: 

Rendah 
Growth: 
Tinggi  

Kuadran I 
Share: 
Tinggi 
Growth: 
Tinggi   

Kuadran IV 
Share: 

Rendah 
Growth: 
Rendah   

Kuadran III 
Share: 
Tinggi  
Growth: 

Rendah  
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idikembangkan. iHal iini iditunjukkan ioleh ikontribusi 

iPendapatan iAsli iDaerah (PAD) iterhadap itotal ibelanja 

iyang imasih irendah, inamun idisertai idengan itingkat 

ipertumbuhan (growth) iPAD iyang itinggi, isehingga 

iterdapat ipeluang ibagi iPAD iuntuk imemberikan iperan 

iyang ilebih ibesar idalam ipembiayaan ibelanja idaerah idi 

imasa imendatang. 

III Kondisi iini ijuga ibelum iideal. iMeskipun ikontribusi 

iPendapatan iAsli iDaerah (PAD) iterhadap ikeseluruhan 

ibelanja idaerah itergolong itinggi, inamun itingkat 

ipertumbuhan iPAD irelatif irendah. iHal itersebut 

imengindikasikan ibahwa imeskipun iPAD imemegang 

iperanan ipenting idalam istruktur ipembiayaan ibelanja 

idaerah, ipeluang iuntuk imeningkatkan iperan itersebut idi 

imasa imendatang imenjadi iterbatas iakibat ilaju 

ipertumbuhannya iyang irendah. 

IV Kondisi iini ipaling iburuk. iHal iini iditandai idengan 

irendahnya ikontribusi iPendapatan iAsli iDaerah (PAD) 

iterhadap itotal ibelanja idaerah, iserta ilemahnya itingkat 

ipertumbuhan iPAD. iSelain iitu, idaerah iyang iberada 

idalam ikondisi iini iumumnya ibelum imampu 

imengoptimalkan ipotensi isumber idaya ilokalnya iuntuk 

imendukung ikemandirian ifiskal, isehingga 

iketergantungan iterhadap idana idari ipemerintah ipusat 

imasih isangat itinggi. 
 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
deskriprif, mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, 
observasi dengan menganalisis kinerja keuangan berdasarkan Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) selama 5 tahun (2019-2023). Penelitian iini  

idilakukan idi iBadan iKeuangan iDan iAsset iDaerah (BKAD) iKabupaten 

iEnrekang.  iWaktu ipenelitian idilakukan pada tanggal 26 Februari 2025 
sampai dengan  20 April 2025. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Kinerja Keuangan Daerah 

a. Rasio Kemandirian 
Tahun iAnggaran Rasio iKemandirian Kemampuan Keuangan  

2019 6,88% Rendah sekali 
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2020 7,10% Rendah sekali 

2021 7,16% Rendah sekali 

2022 10,41% Rendah sekali 

2023 8,34% Rendah sekali 

Rata-rata 7,984% Rendah sekali 

Pada itabel idiatas idapat idilihat ibahwa ihasil iperhitungan irasio 

ikemandirian idi itahun i2019 iyaitu i6,88% , iditahun i2020 imengalami 

ikenaikan i0,22%  imenjadi i7,10%,  ikemudian idari itahun i2020-2021 imasih 

imengalami ikenaikan isebesar  i0,6 % isehingga imenjadi i7,16%,  idi itahun 

i2022 ijuga imasih imengalami ikenaikan isebesar i3,25% isehingga imenjadi 

i10,41% idan idi itahun i2023 imengalami ipenurunan isebesar i2,07% imenjadi 

i8,34%.  iDengan irata-rata irasio ikemandirian ikabupaten iEnrekang ipada 

itahun i2019-2023 iyaitu isebesar i7,98%. iIni imenunjukkan ibahwa ipola 

ihubungan ikabupaten iEnrekang isebagai ipemerintah idaerah idengan 

ipemerintah ipusat iadalah ikemampuan ikeuangan idaerah rendah sekali 
dengan pola hubungan tergolong instruktif. 

 
b. Rasio Efektivitas 

Tahun iAnggaran Rasio iEfektivitas Kriteria iPengukuran  

2019 54,26% Tidak iEfektif 

2020 65,77% Kurang iEfektif 

2021 73,46% Kurang iEfektif 

2022 58,43% Tidak iEfektif 

2023 36,36% Tidak iEfektif 

Rata-rata 57,65% Tidak iEfektif  

Pada itabel idiatas idapat idilihat ibahwa iuntuk irasio iefektivitas iPAD 

ipertumbuhan itingkat ikinerja ikeuangan idi itahun i2019 iyaitu i54,26%, 
iditahun i2020 imengalami ikenaikan i11,51% iyaitu imenjadi i65,77%,  
ikemudian idari itahun i2020-2021 imasih imengalami ikenaikan isebesar i7,69% 

isehingga imenjadi i73,46%,  idi itahun i2022 imengalami ipenurunan isebesar 

i15,03% isehingga imenjadi i58,43%, idan idi itahun i2023 ijuga imengalami 

ipenurunan isebesar  i22,07% isehingga imenjadi i36,36%.  iDengan irata-rata 

irasio iefektivitas iPAD ikabupaten iEnrekang ipada itahun i2019-2023 iyaitu 

i57,65%. iIni imenunjukkan ibahwa ipemerintah ikabupaten iEnrekang itidak 

iefektif idalam imengelola iPADnya. 
 
 
 



 

9 
 

c. Rasio Efesiensi  
Tahun iAnggaran Rasio iEfisiensi Kinerja 

2019 98,68% Kurang iEfisien 

2020 100,16% Tidak iEfisien 

2021 108,97% Tidak iEfisien 

2022 127,44% Tidak iEfisien 

2023 99,24% Kurang iEfisien 

Rata-rata 106,89% Tidak iEfisien  

        Pada itabel idiatas idapat idilihat ibahwa iuntuk irasio iefisiensi 

ipemerintahan ikabupaten iEnrekang idi itahun i2019 iyaitu i98,68%, iditahun 

i2020 imengalami ikenaikan i1,48% iyaitu imenjadi i100,16%,  ikemudian idari 

itahun i2020-2021 imasih imengalami ikenaikan isebesar i8,81% isehingga 

imenjadi i108,97%,  idi itahun i2022 imasih imengalami ipeningkatan i18,47% 

isehingga imenjadi i127,44%, idan idi itahun i2023 imengalami ipenurunan 

isebesar  i28,2%  isehingga imenjadi i99,24%.  iDengan irata-rata irasio iefisiensi 

ikabupaten iEnrekang ipada itahun i2019-2023 iyaitu i106,89%. iNilai itersebut 

idalam ikriteria itidak iefisien ikarena iberada idi >100%. 
 

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah  
a. Share and Growth 

 
Tahun iAnggaran Share Growth 

2019 6,97% 10,89% 

2020 7,10% 6,83% 

2021 6,57% -6,31% 

2022 8,16% 39,55% 

2023 8,41% -11,72% 

Rata-rata 7,44% 7,848% 

Pada itabel idiatas idapat idilihat ibahwa iperhitungan ishare  ipada 

itahun i2019 idi iperoleh  i6,97%, ipada itahun i2020 imengalami isedikit 

ikenaikan  i0,13% isehingga imejadi i7,10%,  ipada itahun i2021 imengalami 

ipenurunan  i0,39 isehingga imenjadi i6,57%, ipada itahun i2022 ikembali 

imengalami ikenaikan i1,59% isehingga imenjadi i8,16%, idan ipada itahun i2023 

imasih imengalami isedikit ikenaikan i0,25% isehingga imenjadi i8,41%. 
iAdapun irata-rata ipada iperhitungan iShare iyang idiperoleh  idari itahun 

i2019-2023 iyaitu i7,44% . iKemudian ipada iperhitungan iGrowth ipada itahun 

i2019 idiperoleh i10,89%, ipada itahun i2020 imengalami  ipeneurunan i4,06% 

isehingga imenjadi i6,83%, ipada itahun i2021 imasih imengalami ipenurunan 

i13,14% isehingga imenjadi -6,31%, ipada itahun i2022 imengalami ikenaikan 

isebesar i45,86% isehingga imenjadi i39,55%, ikemudian ipada itahun i2023 
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ikembali imengalami ipenururnan isebesar i51,27% isehingga imenjadi -11,72%. 
iAdapun irata-rata iperhitungan iGrowth idari itahun i2019-2023 iyang idi 

iperoleh iyaitu i7,848%.” 
 

b. Peta Kemampuan Keuangan  
Hasil iperhitungan ishare iand igrowth  iLaporan iRealisasi Anggaran 

pemerintahan kabupaten Enrekang tahun anggaran 2019-2023, maka 

diperoleh data rata-rata  share sebesar 7,44% sedangkan untuk perhitungan 

growth  dperoleh rata-rata sebesar 7,84%. Hal ini menunjukkan bahwa peta 

kemampuan keuangan daerah pemerintahan kabupaten Enrekang dari hasil 
perhitungan share dan growth berdasarkan metode kuadran, posisi kabupaten 

Enrekang berada pada kuadran IV, yaitu share rendah dan growth rendah. Hal 
ini sejalan dengan teori wahyu hidayat bahwa dalam kriteria pada klasifikasi 

status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran IV 

merupakan kondisi paling buruk dimana Peran Pendapatan Asli Daeah 
(PAD) belum mengalami peran yang besar dalam total belanja, dan daerah 

belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan 
Pendapatan Asli Daeah (PAD) terhadap total belanja dan pertumbuhan PAD 

terhadap total belanja dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daeah (PAD) 

rendah. Ini berarti Kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang 

berada pada posisi yang buruk karena peran Pendapatan Asli Daeah (PAD) 

belum begitu besar dalam belanja daerah. Sementara itu daerah belum 

mampu menggenjot pendapatan asli daerahnya secara optimal. 
 
KESIMPULAN  

i Kinerja ikeuangan ipemerintahan ikabupaten iEnrekang itahun anggaran 

2019-2023 dapat dikatakan tidak baik, dapat dilihat dari perhitungan ketiga rasio 

keuangan yaitu rasio kemandirian, efektivitas dan efesiensi. Dari irasio 

ikemandirian idiperoleh irata-rata i7,98% iyang itergolong idalam kategori 

“rendah isekali”, idan itermasuk idalam ipola ihubungan iinstruktif karena berada 
di antara 0%-25%. Kemudian Rasio efektivitas diperoleh rata-rata 57,65% yang  

tergolong dalam kategori “tidak efektif” karena <60%. Dan untuk hasil 

perhitungan Rasio efisiensi diperoleh rata-rata 106,89% yang tergolong dalam 

kriteria “tidak efisien” karena >100%. 
Kemampuan ikeuangan idaerah ipemerintahan ikabupaten Enrekang 

iyang idiukur imelalui iShare idan iGrowth iyang ikemudian idi klasifikasikan ipada 

ipeta ikemampuan ikeuangan idaerah iselama itahun anggaran i2019-2023. iDari 

ihasil iperhitungan ishare idan igrowth itahun anggaran i2013-2023 idiperoleh irata-
rata isahre iyaitu i7,44% idan irata-rata growth iyaitu i7,84%. iDari ihasil irata-rata 

iperhitungan ishare idan igrowth tersebut itermasuk idalam ikategori irendah, 
ikemudian ijika idiukur berdasarkan imetode ikuadran, iposisi ikabupaten 

iEnrekang iberada ipada kuadran iIV,  iKondisi iini ipaling iburuk idimana iPeran 
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iPAD ibelum mengalami iperan iyang ibesar idalam itotal ibelanja, idan idaerah 

ibelum mempunyai ikemampuan imengembangkan ipotensi ilokal.    
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